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Abstract : This study aims fo analyze the integration of
customary ftradition and Islamic law in the ajun arah
fradition of cattle slaughtering in Paling Serumpun Village
through the perspective of the al-‘adah muhakkamah
principle. This fradition is significant fo examine because it
combines customary norms with Islamic sharia provisions in
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the implementation of sacrificial rifuals, aqiqah, and
communal ceremonies. The research employed a qualitative
approach using a case study method. Data were collected
through participant observation, in-depth inferviews with

tive key informants consisting of customary leaders, religious
leaders, and community members involved in the fradition,
as well as documentation studies. The tindings reveal that the
gjun arah fradition functions as a social mechanism
regulating slaughtering procedures, maintaining social
solidarity, strengthening deliberative values, and preserving
communal harmony. From the perspective of Islamic law,
this tradition does not contradict sharia because all pillars
and requirements of slaughtering are fulfilled in accordance
DOI: with Islamic jurisprudence. The fradition also fulfills the
principle of al-‘adah muhakkamah as it has been practiced
continuously across generations, is widely accepted by the
community, and confains no elements contrary fo Islamic
teachings. Furthermore, the flexibility in ifs implementation
reflects the application of the principle of al-masyaqqah
tajlibu at-taysir in accommodating the socio-economic
conditions of the community. This study concludes that ajun
arah represents a harmonious integration of custom and
sharia, reflecting the adaptive, religious, and socially oriented
character of Indonesian Islam.
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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi adat dan hukum Islam dalam tradisi ajun
arah pada praktik penyembelihan sapi di Desa Paling Serumpun melalui perspektif kaidah al-‘adah
muhakkamah. Tradisi ini menarik dikaji karena memadukan norma adat dengan ketentuan syariat Islam
dalam pelaksanaan kurban, akikah, dan hajatan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam
terhadap lima informan kunci yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat pelaksana
tradisi, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ajun arah berfungsi sebagai
mekanisme sosial yang mengatur tata tertib penyembelihan, menjaga solidaritas masyarakat, memperkuat
musyawarah, serta memelihara keharmonisan sosial. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini tidak
bertentangan dengan syariat karena seluruh rukun dan syarat penyembelihan tetap dipenuhi sesuai
ketentuan fikih. Tradisi tersebut juga memenuhi prinsip al-‘adah muhakkamah karena telah berlangsung
secara turun-temurun, diterima masyarakat, dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan
ajaran Islam. Selain itu, fleksibilitas pelaksanaannya mencerminkan penerapan kaidah al-masyaqqah
tajlibu at-taysir dalam menyesuaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini menegaskan
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bahwa ajun arah merupakan bentuk harmonisasi adat dan syariat yang merepresentasikan karakter Islam
Nusantara yang adaptif, religius, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Kata Kunci: Integrasi Adat, Hukum Islam, Ajun Arah, Al-'Adah Muhakkamah, Penyembelihan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang secara demografis didominasi oleh populasi muslim
(Fernando, H et al.,, 2023). Masyarakat Indonesia dikenal religius, dengan nilai-nilai yang
mencerminkan perkembangan spiritual melalui aspek keyakinan, ibadah, dan pembentukan
karakter yang selaras dengan ajaran agama (Ridwan & Ikhwan, 2021). Relasi antara agama,
budaya, dan adat pada berbagai daerah umumnya harmonis, meski dalam beberapa kasus kearifan
lokal dapat memunculkan perbedaan pandangan. Secara institusional, tokoh adat, tokoh agama
berperan mendorong terciptanya perdamaian sosial, baik dalam aktivitas adat maupun keagamaan
(Pajarianto et al., 2017). Menerima kearifan lokal dengan sikap yang ramah dapat membentuk
sikap keagamaan yang lebih inklusif dan toleran, serta menciptakan suasana kehidupan
keagamaan yang damai, aktif dan penuh semangat (Khoiruddin, 2023).

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Islam telah mengalami perubahan dalam
berbagai aspek seperti sosial, politik, dan budaya (Susilawati & Kurnia, 2024). Kearifan lokal
sebagai bagian dari budaya masyarakat diajarkan kepada generasi berikutnya secara turun
temurun melalui lembaga non formal (Oktarina et al., 2022). Dan di dalam masyarakat yang
majemuk, kearifan lokal berperan meningkatkan kesadaran bersama untuk menghargai perbedaan
(Woersok & Nanuru, 2024). Juga menurut Nopia et al (2022) kearifan lokal muncul sebagai
bentuk dari tatanan sosial yang religius, harmonis, dan bersifat sosialistis yang menjadi bagian dari
budaya kehidupan masyarakat (Nopia et al., 2022). Prinsip kearifan lokal merupakan salah satu
asas hukum yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UUPPLH) (Ismelina et al., 2025).

Dalam hukum tradisional Indonesia, terdapat Hukum Adat yang merupakan aturan
berdasarkan kebiasaan (Hamdani & Fauzia, 2022). Kebiasaan masyarakat yang dijalankan secara
berkelanjutan, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang
dilarang dikenal sebagai ‘urf, yaitu praktik yang diterima sebagai kelaziman dan dapat menjadi
dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat islam (Yusril et al., 2024). Menurut Sri
Andayani Mahdi Yusuf et al (2026) konsep 'urf merepresentasikan salah satu aspek paling dinamis
dalam yurisprudensi Islam, yang berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip universal
syari'ah dan keragaman konteks budaya masyarakat Muslim (SAM Yusuf et al., 2026). Indonesia
yang kaya budaya dan agama memperlihatkan dinamika antara adat dan Islam, berbagai tradisi
lokal berhasil berasimilasi dengan nilai-nilai Islam, sehingga membentuk corak keislaman yang
unik dan berbeda dari wilayah lain. Nilai-nilai syariat islam diintegrasikan ke dalam tradisi lokal
sehingga berjalan beriringan (Pusvisasari et al., 2025).

Salah satu bentuk integrasi tersebut tampak pada tradisi ajun arah dalam penyembelihan
sapi untuk kurban, hajatan, atau akikah di Desa Paling Serumpun, Kota Sungai Penuh. Tradisi ini
mengatur tata cara penyembelihan melalui ketentuan adat yang dijalankan depati dan ninik
mamak sebagai otoritas lokal yang sah (Yusuf, 2021). Penyembelihan menurut syariat
mensyaratkan pemutusan tiga saluran utama agar daging halal dikonsumsi; pelanggaran
terhadapnya menjadikan hewan haram dan najis (Siregar & Siregar, 2024). Ajun arah menarik
dikaji karena berkaitan dengan praktik ta‘abbudi yang harus mengikuti ketentuan syariat, namun
penelitian yang mengkaji tradisi ini melalui pendekatan fikih dan etnografi masih terbatas (Pratiwi,
H et al., 2024).
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Pelaksanaan ajun arah melibatkan tokoh adat serta unsur pemerintahan desa, dan
prosesnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penghormatan adat dan perlengkapan
ritual. Jika tidak dilaksanakan maka konsekuensinya akan didenda sesuai ketentuan adat setempat.
Dengan demikian, ajun arah memiliki dimensi simbolik, kultural, serta ekonomi. Tradisi ini relevan
ditinjau melalui kaidah al-'adah muhakkamah, yang memberi ruang bagi adat sebagai dasar
hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam (Desmuliati et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik ajun arah dalam penyembelihan sapi di Desa
Paling Serumpun serta kesesuaiannya dengan kaidah al-'adah muhakkamah. Temuan penelitian
diharapkan memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara adat dan syariat dalam konteks
keislaman yang inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dengan
melibatkan lima nara sumber yang dipilih secara purposif, terdiri atas dua tokoh adat, satu tokoh
agama, dan dua masyarakat yang pernah mengalami tradisi ajun arah dalam penyembelihan Sapi.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif dan wawancara mendalam
bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang persepsi masyarakat terhadap tradisi ini, serta
pengetahuan mereka tentang kaidah al-addah muhakkamah. Dan studi dokumen juga dilakukan
untuk menelaah literatur terkait adat istiadat, hukum islam, dan kaidah fiqih yang relevan.

Informan penelitian dipilih melalui purposive sampling, yaitu penentuan subjek
berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam praktik adat sehingga
mampu memberikan data yang relevan dan mendalam. Seluruh proses pengumpulan data
mengikuti etika penelitian, meliputi pemberian penjelasan tujuan penelitian, memperoleh
persetujuan tanpa paksaan, menjaga kerahasiaan identitas, serta menghormati norma sosial dan
budaya setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan hukum adat selama ini,
apabila ditinjau dari aspek implementasinya, dalam beberapa hal belum sepenuhnya menemukan
titik temu yang ideal (Bustomi, 2024) . Namun integrasi antara adat lokal dan hukum Islam
merupakan fenomena menarik untuk diteliti dan sangat penting untuk dikaji, terutama di tengah
kemajemukan masyarakat Indonesia (Setiawan, 2023). Indonesia memiliki kekayaan budaya lokal
yang beragam. Berbagai tradisi tumbuh dan berkembang sejalan dengan nilai serta norma yang
dianut oleh masyarakatnya. Tradisi-tradisi tersebut menjadi cerminan nilai budaya dan spiritual
yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya (Afifah, 2025).
Hukum adat, meskipun tidak tertulis, memiliki daya regulatif yang kuat (Rosyid & Dhani Dwi
Afrizal, 2015).Tradisi gjun arah dalam penyembelihan sapi di Desa Paling Serumpun menjadi
wujud konkret bagaimana nilai-nilai budaya dapat sejalan dengan syariat Islam tanpa
menimbulkan pertentangan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian
ini menemukan bahwa tradisi tersebut tidak hanya mengandung makna budaya yang mendalam,
tetapi juga memperoleh legitimasi dalam hukum Islam melalui kaidah al-'adah muhakkamah.

Gambaran Umum Desa Paling Serumpun

Desa Paling Serumpun adalah salah satu desa di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota
Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Adat yang dipakai di desa ini adalah adat masyarakat Hamparan
Rawang. "Adat hamparan Rawang berdasarkan ajaran Islam yang mengikuti Alqur'an dan Hadist"
(Wawancara dengan Bapak Idrus Datuk tokoh adat, 2025). Petitih adat menyebutkan “adat

Integrasi Adat dan Hukum Islam: Studi Kasus Tradisi Ajun Arah dalam Penyembelihan Sapi melalui... | 409



Al Aziari et al. 10.55681/seikat.v5i3.2136

bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” mencerminkan integrasi normatif adat dengan
syariat. Negara mengakui adanya masyarakat hukum adat melalui berbagai kebijakan yang tertulis
dalam hukum positif di Indonesia. Mulai dari konstitusi yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga aturan-aturan yang
diterapkan di tingkat daerah. Berbagai peraturan dan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa
negara mengakui serta melindungi keberadaan masyarakat adat di Indonesia (Fadli, 2024).

Keputusan para tokoh adat di Desa Paling Serumpun, seperti ninik mamak dan tengganai,
sangat dijunjung tinggi serta memiliki peran penting dalam menjaga tatanan dan keharmonisan
struktur sosial masyarakat. Tokoh adat bertindak sebagai teladan, pengajar, serta jembatan antara
kebiasaan dulu dan kehidupan sekarang (Ferdiansyah et al., 2025). "Kami telah disumpah dan
dilantik sebagai tokoh adat oleh Masyarakat, maka keputusan kami yang bersifat baik dan tidak
merugikan salah satu pihak wajib dilaksanakan" (Wawancara dengan Ketua Lembaga Kerapatan
Adat Desa Paling Serumpun Bapak Almazir, DPT, 2025). Ninik mamak berperan penting sebagai
pemimpin adat yang bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan dan menjaga keseimbangan
nilai-nilai budaya dan agama (Ansori, 2025). Mereka menjadi penengah dalam setiap persoalan
yang muncul di tengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan sengketa keluarga, pembagian
harta pusaka, maupun pelanggaran adat. Sementara itu, tengganai berfungsi sebagai pelaksana
adat di tingkat yang lebih operasional, membantu ninik mamak dalam mengawasi perilaku
masyarakat dan memastikan bahwa norma-norma adat tetap dipatuhi. Sinergi antara ninik mamak
dan tengganai inilah yang menjadikan sistem sosial di Desa Paling Serumpun tetap kokoh dan
harmonis sampai sekarang.

Bentuk Pelaksanaan Tradisi Ajun Arah dalam Penyembelihan Sapi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ajun arah merupakan prosedur adat yang
mengatur cara penyembelihan sapi di Desa Paling Serumpun. Prosesi dimulai dari mengundang
tokoh adat, tengganai dan Depati Ninik mamak untuk hadir di rumah yang melaksanakan
penyembelihan. Para tokoh adat bermusyawarah adat guna pemilihan depati atau ninik mamak
sebagai pengarah. Depati atau ninik mamak yang telah dipilih sebagai pengarah melaksanakan
tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mulai dari menanyakan asal usul sapi yang akan
disembelih (sapi dibeli atau ternak sendiri, jenis kelaminnya dan warna bulu sapi), menunjukan
tempat atau lokasi penyembelihan, membentuk panitia penyembelihan dan merekomendasikan
salah satu alim ulama sebagai juru sembelih. Tokoh adat meyakini, Hewan yang boleh dimakan
dagingnya adalah yang disembelih secara syara’ atau dengan cara yang semakna dengannya
(Pratiwi H et al., 2024). Setiap tahap dalam prosesi ini memiliki maknanya sendiri, terutama dalam
penghormatan kepada tokoh adat sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam tradisi tersebut. Bagi
masyarakat, ajun arah berperan sebagai pedoman bersama agar penyembelihan sapi berjalan
menjaga kesakralan ibadah kurban atau hajatan melalui kerja sama didasarkan pada aturan yang
jelas.

Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ajun arah ini, maka akan didenda oleh
adat setempat. "Dendanya dalam istilah adat beras seratus, kerbau seekor" (Wawancara dengan
Bapak Jayusman, S.Pd, DTK, 2025). Denda tersebut dikenakan secara khusus kepada pihak yang
melakukan penyembelihan sapi dalam rangka hajatan, namun mengabaikan ketentuan adat yang
telah disepakati bersama. Sanksi adat ini bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial, pemulihan
keseimbangan moral, memperkuat kepatuhan terhadap norma adat, serta menegaskan pentingnya
solidaritas dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat (Yusuf & Nawir, 2021).
Menurut Tri Wayuni (2023), denda adat selain berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial,
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juga dimaknai sebagai bentuk edukasi kultural agar setiap individu menghormati tradisi yang
hidup dan berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat (Wahyuni & Istiyana, 2023).

Kesesuaian Ajun Arah dengan Kefentfuan Syariat

Secara substansi, tradisi ajun arah tidak bertentangan dengan aturan syariat mengenai
penyembelihan. Pelaku penyembelihan tetap harus memenuhi syarat dalam fikih, yaitu memutus
saluran nafas, saluran makan minum, dan dua urat nadi (Riyadi, 2023). Peran depati dan ninik
mamak hanya sebagai pengatur tata tertib adat, bukan pengganti aturan syariat. Realitasnya, tokoh
agama di desa memastikan bahwa penyembelihan dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat
dari segi syariah. Hal ini menunjukkan ada keseimbangan antara otoritas adat dan otoritas agama.
Meskipun tidak tertulis secara formal, tradisi ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai islam. Hal ini
sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Annisa ayat 59:

A G3a¥ A G ISl 0 85308 o0 (8 e B 318 K a8 5 sl ) sahal s ) ilal 135l Gl el

SRR s SO P

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi

Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat

tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu

beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus
akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Tradisi Ajun Arah sebagai Implementasi Kaidah al-'adah muhakkamah

Kaidah al-'adah muhakkamah menyatakan bahwa adat bisa menjadi dasar hukum selama
tidak bertentangan dengan syariat islam (Arsiti & Asmuni, 2025) . Dalam buku al-Qawaid al-
Fighiyyah, al-Suyuti mengatakan, "al-mu'taad muhakkam", artinya kebiasaan yang umum berlaku
bisa jadi dasar hukum jika tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini juga didukung oleh al-Burnu
yang menyatakan bahwa hukum bisa mengikuti ‘urf selama ‘urf tersebut tidak bertentangan
dengan ketentuan syariat. Ajun Arah memenuhi dua syarat pokok yang diterima dalam fikih.

Pertama, adat harus berlaku umum dan konsisten. Tradisi ini diwariskan turun-temurun
dan diterapkan hampir di semua penyembelihan sapi di desa, sechingga memenuhi unsur 'urf yang
stabil serta diakui oleh masyarakat. Kedua, adat tidak boleh bertentangan dengan nash syariat. Ajun
Arah tidak menentukan aturan ibadah yang bisa merusak keabsahan penyembelihan; aturan adat
hanya mengatur ketertiban sosial, koordinasi pekerjaan, dan keselamatan warga saat proses
penyembelihan berlangsung. Dengan demikian, Ajun Arah dapat dikategorikan sebagai 'urf, yaitu
adat yang diperbolehkan syariat karena mendukung kemaslahatan tanpa melanggar prinsip halal-
haram dalam proses penyembelihan .

Penerapan kaidah al-'adah muhakkamah dalam fikih juga terlihat dalam kasus lain, seperti
penentuan jumlah nafkah keluarga berdasarkan standar ekonomi lokal, atau praktik jual beli yang
menerima istilah dan kebiasaan pasar sebagai bagian dari akad meskipun tidak tertulis secara
langsung. Contoh tersebut menunjukkan bahwa adat sering digunakan sebagai alat untuk
memudahkan transaksi dalam muamalah, terutama ketika terdapat perbedaan kondisi sosial di
berbagai wilayah.

Dengan pola yang sama, Ajun Arah dalam penyembelihan sapi bekerja sebagai mekanisme
lokal untuk mengatur keamanan, pembagian tugas, dan cara menghadapi hewan besar, sehingga
memudahkan proses kerja masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah al-'adah muhakkamah dan
juga dengan kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir, karena adat ini mencegah kesulitan serta risiko
bahaya fisik saat proses penyembelihan berlangsung. Dengan demikian, tradisi Ajun Arah bukan
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hanya kebiasaan budaya, tetapi juga bentuk integrasi yang harmonis antara nilai syariat dan
kebutuhan masyarakat setempat.
Perspektif Kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir dalam Prakfik Ajun Arah

Kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir adalah (kesulitan memperoleh kemudahan) sangat
relevan untuk mengevaluasi penerapan ajun arah, khususnya terkait biaya dan sanksi adat. Prinsip
ini berfungsi sebagai kaidah preventif terhadap segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan
mudarat bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan (Zuhri & Kusuma, 2025). Penelitian
menemukan bahwa sebagian warga merasa kesulitan secara ekonomi ketika harus membayar
biaya adat dan persiapan pelaksanaan ajun arah. Namun, tokoh adat menjelaskan bahwa: "Biaya
adat bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing warga" (Wawancara dengan Bapak Roni
Kandra Rio, 2025). Musyawarah adat bisa memberikan keringanan bagi keluarga yang kurang
mampu dan sanksi adat dapat dinegosiasikan jika ada kondisi darurat.

Fleksibilitas ini menunjukkan penerapan prinsip syariah bahwa setiap beban yang
menimbulkan kesulitan berlebih harus dipermudah, sehingga adat tidak boleh memberatkan
masyarakat (Sri Astuti, Syarif hidayatullah, 2025). Dengan demikian, tradisi ini tidak bersifat kaku,
tetapi adaptif terhadap situasi ekonomi warga, sejalan dengan prinsip fikih untuk menghilangkan
kesempitan dalam ibadah dan muamalah.

Integrasi Adat dan Syariaft dalam Praktik ajun arah

Meskipun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, hukum ini memiliki daya ikat yang kuat
dalam kehidupan sosial masyarakat (Burhanudin, 2021). Dalam kerangka tersebut, implementasi
kaidah al-adah muhakkamah (adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum) dan al-
masyaqqah tajlibu at-taysir (kesulitan melahirkan kemudahan) menegaskan bahwa tradisi gjun
arah tidak semata-mata merupakan praktik lokal yang bersifat simbolik. Tradisi ini memiliki
dimensi normatif yang memperoleh legitimasi dalam perspektif hukum Islam sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Ditinjau dari sudut pandang al-‘adah muhakkamah, ajun arah berfungsi sebagai instrumen
sosial yang memelihara keteraturan dan keharmonisan kehidupan kolektif. Tradisi ini menjadi
media internalisasi nilai-nilai religius, seperti solidaritas, tanggung jawab bersama, serta
penghormatan terhadap struktur sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu,
adat tidak dipahami sebagai sesuatu yang beroposisi dengan fikih, melainkan sebagai sarana
kultural yang memperkuat aktualisasi ajaran syariat dalam praktik sosial (Tanuri, 2025).

Adapun kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir menampilkan aspek elastisitas dalam
pelaksanaan tradisi tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam tidak membebankan kewajiban
di luar batas kemampuan manusia, sehingga setiap praktik sosial yang berpotensi menimbulkan
kesulitan dapat disesuaikan secara wajar dan proporsional (Aulia et al., 2025). Dalam praktiknya,
ajun arah dapat diadaptasi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan kapasitas
individu, tanpa menghilangkan esensi nilai yang dikandungnya. Hal ini menunjukkan adanya titik
temu antara norma ideal dan kenyataan empiris.

Lebih lanjut, sifat lentur yang melekat pada tradisi gjun arah mencerminkan karakter
hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial. Tradisi ini tidak bersifat rigid, melainkan
memungkinkan transformasi sepanjang substansi dan tujuannya tetap terpelihara. Dengan
demikian, ia berperan sebagai penghubung antara norma adat dan ketentuan fikih, sekaligus
membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika masyarakat
tanpa meninggalkan prinsip fundamentalnya (Baihaqi, 2025).
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Pada akhirnya, gjun arah tidak hanya merepresentasikan upaya pelestarian budaya lokal,
tetapi juga menggambarkan aktualisasi hukum Islam yang kontekstual dan solutif. Sinergi antara
adat dan syariat dalam tradisi ini menunjukkan relasi yang harmonis dan saling menguatkan. Adat
memperkokoh dimensi spiritual dan solidaritas sosial (Leuwol et al., 2024), sementara syariat
menyediakan kerangka normatif yang memastikan praktik tersebut tetap berada dalam batas-batas
nilai Islam (Ahmad et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian tentang tradisi gjun arah dalam prosesi penyembelihan sapi di Desa Paling Serumpun
menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi
juga tercermin secara nyata dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Tradisi tersebut
menjadi wujud konkret dari upaya harmonisasi antara nilai~nilai lokal dan prinsip syariat,
sebagaimana dipayungi oleh kaidah a/-adah muhakkamah yang memberikan legitimasi bagi adat
untuk berfungsi sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Temuan
penelitian mengungkapkan bahwa walaupun ajun arah tidak termasuk dalam rukun ataupun
syarat sah penyembelihan menurut ketentuan fikih, praktik ini tetap dipertahankan karena
memuat nilai sosial, spiritual, dan kultural yang dianggap penting bagi komunitas setempat.

Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat dalam pelaksanaan ajun arah
menunjukkan adanya kerja sama yang solid dalam menjaga keberlanjutan mekanisme sosial dan
hukum lokal. Tokoh adat berperan menjaga kesinambungan norma adat dan memastikan tata cara
tradisional tetap dijalankan; tokoh agama memberikan justifikasi normatif agar tradisi tersebut
berada dalam batas-batas syariat; sedangkan masyarakat umum menjadi pelaksana sekaligus
penerus nilai-nilai budaya tersebut. Kolaborasi ketiga unsur sosial tersebut menjadi fondasi bagi
terciptanya kohesi dan stabilitas sosial di tingkat desa.

Dari sudut pandang hukum Islam, ajun arah dapat diklasifikasikan sebagai 'Urf Shahih,
yakni praktik adat yang sah karena tidak mengandung unsur kesyirikan, tidak bertentangan
dengan prinsip tauhid, dan dilakukan bersamaan dengan dipenuhinya rukun dan syarat
penyembelihan menurut syariat. Tradisi ini mencerminkan sifat fleksibel hukum Islam yang
mampu mengakomodasi kebutuhan sosial-budaya masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-~prinsip
dasar keagamaan. Integrasi tersebut menampilkan corak keberagamaan yang moderat, inklusif,
dan adaptif sebagaimana berkembang dalam masyarakat Indonesia yang plural dan berakar kuat
pada tradisi.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ajun arah memiliki fungsi sosial yang luas,
termasuk mempererat hubungan kekeluargaan, membuka ruang musyawarah, memperjelas
struktur sosial, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Tradisi
ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual formal, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai gotong
royong, solidaritas, dan keadilan sosial. Keberlanjutan ajun arah mencerminkan adanya komitmen
kolektif untuk mempertahankan adat sebagai identitas budaya lokal yang berperan menciptakan
harmoni sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa ajun arah merupakan bentuk
ekspresi keberagamaan masyarakat yang memadukan unsur adat dan syariat secara selaras. Adat
tetap hadir sebagai unsur yang hidup dalam kesadaran sosial, sementara syariat memberikan
kerangka normatif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, ajun arah patut dipertahankan
sebagai kearifan lokal yang merepresentasikan karakter Islam Nusantara yang santun, toleran, dan
berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini juga membuka peluang bagi kajian lanjutan
mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam dalam tradisi penyembelihan di wilayah lain,
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sebagai kontribusi bagi pengembangan diskursus integrasi nilai budaya dan syariat dalam
kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia.
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